
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah·daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republfk lndonesiJ 
Nomor 4355); ~ 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (8) Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Oesa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Oesa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, menegaskan bahwa tata cara pembagian dan 
penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 49/PMJ<.07/2016 tentang Tata Cara 
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan 
Evaluasi Dana Oesa pertu melakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, pertu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan 
Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Oesa serta Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah di Kabupaten Sumba Timur, 

Mengingat 

Menim~ng 

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR 
NOMOR : JZ, ... TAHUN 2016 

TENTANG 
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA, ALOKASI DANA DESA SERTA BAGI HASIL 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SUMBA TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SUMBA TIMUR, 

BUPATI SUMBA TIMUR 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan ,Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang·Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 0esa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014· tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah dfubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang·Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 
4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Oesa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Betanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Oesa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pengelotaan Keuangan Desa; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Hornor 3 Tahun 2007 
tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sum1, 
Timur Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daera 
Kabupaten Sumba Timur Nomor 141 ); 

/ 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Oaerah adalah Kabupaten Sumba Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur. 
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Oesa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Dana Oesa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang diperuntukkan bagi Oesa yang ditransf er melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Oaerah dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Oesa atau yang disebut dengan narna lain yang 
dibantu perangkat Oesa sebagai unsur penyelenggara Desa; 

7. Jumlah Desa adalah jumlah Oesa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya dtstngkat APBDes, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Oesa. 
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap 

Desa, yang besarannya dihttung dengan cara 90% (sernbilan puluh persen) dari 
anggaran Dana Oesa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional. 

10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 
penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan 
~rafis Desa settap kabupaten/kota. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui olehl 
Dew;Jn Perwakilan Rakyat. "' 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN: 

PERATIJRAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, 
PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA 
DESA, ALOKASI DANA OESA SERTA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SUMBA TIMUR. 

BAB I 
KETE.NTUAN UMUM 

Menetapkan 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Oaerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 586); 

14. Peraturan Bupatf Sumba Timur Nomor 32 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 (Serita Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Serita Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Nomor 587); 

/ 



'/ 
/ ""'. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah yang selanjutnya disingkat APBO, 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerfntah Oaerah dan Dewan Perwakflan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. . 

13 . Rekenfng Kas Umum Negara, yang setanjutnya disingka~ RKUN, adal~h rekenmg 
tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Ment~ Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penenmaan negara 
dan membayar seluruh pengetuaran negara pada bank sentral. . 

14 • Rekening Kas Umum Daerah, yang setanjutnya disingkat RKUD, adalah ~ekemng 
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupatt untuk 
menampung seturuh penerfmaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
d~erah pada bank yang ditetapkan. . . 

15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekenmg tempat 
penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerlmaan 
Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 

16. Sisa Dana Desa adalah Dana Oesa yang disalurl<an oleh Pemerintah kepada 
Kabupaten yang tfdak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran 
atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Oesa yang tidak habis 
digunakan oleh Oesa sampaf akhir tahun anggaran dan menjadf bagian darf Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran APBOes. 

17. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga. 

18. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang 
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksana.kan sebagfan kewenangan dan 
tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/ lembaga yang 
bersangkutan . 

19. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut OIPA, adalah 
dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam 
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 

20. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Oesa, yang selanjutnya disingkat 
SKPROD, adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengetuaran atas beban 
anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Oesa setfap Kabupaten dalam satu 
tahun anggaran. 

21. lndikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang pertu dianggarkan 
dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Oesa. 

22. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa adatah rencana kerja dan angsaran yang 
memuat rindan kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Oesa. 

23. Pagu Dana Oesa adalah anggaran Dana Oesa yang telah mendapat persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

24. lndeks ~halan Konstruksf, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang 
mencemnnkan tfngkat kesulftan geografis yang dinilaf berdasarkan tfngkat 
kemahalan harga prasarana fls1k secara relatif antar Daerah. 

25. lndeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Oesa adalah 
ang~ yang mencenninkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa ber~n 
vanabet ketersedfaan petayanan dasar, kondfs1 fnfrastruktur transport.asi dan 
komunikasi. • • 

26. Surat ~i~taan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen 
yang dtterbltkan oleh KPA/PPK, yang berisf pennintaan pembayaran t-!anfha 
kepada negara. ~ n 

27. Sc:'rat ~ntah Membayar, yang selanjutnya dfsfngkat SPM, adalah dokumen ya 
d1terb1tkan oleh PA~KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencafrkan ~~ 
yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. - ~ 



Pasal 10 
(1) Tata cara penghitungan dana desa ke setiap desa dilakukan sesuai dengan 

pedoman dan penghitungan sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai Ill 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Bupati ini. 

(2) Untuk menjaga kesenjangan sehingga besaran Alokasi Dana Desa (ADD) serta 
besaran Pajak dan Retribusi Daerah yang di berikan kepada Oesa menjadi lebih 
merata, maka perhitungan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak serta retribusil 
daerah disesuaikan dengan perhitungan dana desa. ~ 

Pasal 9 
(1) IKG desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun dan ditetapkan 

~rdasarkan data dart kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bfdang statistik. 

(2) IKG desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan oleh 
beberapa f aktor yang meliputi: 
a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar; 
b. kondisi infrastruktur; dan 
c. aksesibil1tas/transport.asi. 

Pasal 8 
(1) Besaran alokasi formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut: 

a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk; 
b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan; 
c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan 
d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis. 

(2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh 
jumlah penduduk miskin desa dan IKG desa. 

(3) Penghitungan rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
AF setiap desa = {(0,25 * Z1) + (0,35 • Z2) + (0, 1 0 • D) + (0 ,30 • Z4)} • (DD - 
AD) 

Pasal 7 
(1) Bu~ .... ·t melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten Sumba 

Timur menghitung rincian dana desa setiap desa. 
(2) Rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 

secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 
a. alokasi dasar; dan 
b. alokasi formula. 

(3) Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) dengan jumlah Desa. 

I .. 
I 

Data jumlah penduduk Oesa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersumber dari kementerian yang 
berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang statistik. 

Pasal 6 
Dalam hal data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan luas wilayah desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak tersedia, penghitungan rincian 
dana desa dapat menggunakan data desa induk secara proporsional sebesar 50% (lima 
puluh persen), atau data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Sumba Timur. 



Bagian Kedua 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa 

Pasal 12 
(1) Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten Sumba 

Timur menghitung rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (3). 

(2) Berdasarkan rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala Desa menyusun dan menetapkan APBDes setelah mendapat persetujuan 
dari BPO. 

(3) Peny..isunan dan penetapan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2)\ 
dil.zksanakan sesuai dengan RP JMDes clan RKPDes. l4 

Pasal 11 
(1) Dalam rangka penyaluran dana desa, Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran 

menetapkan Bendahara Umum Desa. . 
(2) Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) secara umum mempunya1 tugas; 
a. Pengguna Anggaran menetapkan dokumen anggaran pendapatan dan 

belanja desa. 
b. Bendahara Umum Oesa mengeluarkan anggaran sesuai dengan belanja yang 

terdapat di dalam dolwmen anggaran pendapatan dan belanja desa. 
(3) Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran selaku Bendahara Umum Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang·undangan. 

BAB Ill 
PENYALURAN 
Bagian Kesatu 

Kuasa Pengguna Anggaran 

. 
• . 
( 

~ 
t 
I 

1 

/ 
/ 

1 Penghasilan tetap aparat desa dan tunjangan BPO setiap desa dialokasikan dari 
l:DD (Alokasi Dana Desa) dengan pemitungan sebagai berikut: 
a. besaran alokasi dana desa setiap desa di Kabupaten Su~ba Tim~r d~ 

kurangi Penghasilan Tetap Aparat Oesa dan Tunjangan BPD, sisanya d1 bagt 
30 % dan 70 %. 

b. besaran penghasilan tetap aparat desa dialokasikan sebagai berikut : 
1. penghasilan tetap Kepala 0esa : Rp. 1. 700.000/bulan, 
2. penghasilan tetap Kepala Urusan : Rp. 1.000.000/bulan: 
3. penghasilan tetap Kepala Dusun : Rp. 1.000.000/bulan, 
4. penghasilan tetap Kasatgas Hansip : Rp. 500.000/bulan 
5. penghasilan tetap Pesuru Oesa : Rp. 500.000/~ulan, 

c, 8esaran tunjangan untuk BPD baik ketua maupun anggota ditetapkan 
sebesar Rp. 250.000/bulan 

d. lnsentif RW /RT dialokasikan dari 30 % Alokasi Dana Desa (ADO) dengan 
besaran: 
- RW sebesar: Rp. 150.000/bulan. 
- RT sebesar : Rp. 150.000/bulan. 

(4) Penggunaan Dana Desa (00) Alokasi Dana Oesa (ADO) dan Bagi Hasil Pajak Serta 
Retribusi Daerah Kabupate.:i Sumba Timur yang Penggunaannya belum diatur 
dalatn peraturan Bupati ini akan di atur dengan Peraturan Bupati Tersendiri. 



; 
I 

Pasal 17 
Pelaksanaan penyaluran Dana Oesa dar1 RKUD ke RKD dilakukan sesuat dengad 
ketentuan peraturan perundang-undangan. ·· kJ 

Pasal 15 
(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati. 
(2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima: 

a. peraturan Desa mengenai AP80es; dan 
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari 

kepala Oesa. 
Pasal 16 

(1) Penyaluran Dana Oesa tahap II dilakukan setelah Bupatf menerima taporan 
reaUsasi penggunaan Dana Oesa tahap I dart kepala Oesa. 

(2) Laporan reaUsasi pennunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 
50% (lima puluh persen). 

Bagian Keempat 
Penyaluran Dana Oesa dari RKUD ke RKD 

Pasal 14 
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan darl RKUD ke 

RKO. 
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

bertahap, dengan ketentuan sebagat berikut: 
a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan 
b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). 

(3) Penyaluran dart RKUD ke RKD dilalwkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
setelah Dana Desa diterima di RKUD . 

/ 
/ 

,· Pasal 13 
(1) Berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan APBOes beserta Laporan Realisasi 
APSOes dan laporan Penggunaan Dana Tahun sebelumnya disampaikan kepada 
Camat dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian 
Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten Sumba Timur, lnspektorat Kabupaten 
Sumba Timur dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Sumba Timur. 

(2) Berdasarkan penyampaian APBDes dan laporan·laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Camat mengeluarkan rekomendasi pencairan dana ke Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan 
disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten 
Sumba Timur dan digunakan sebagaf dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa 
oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
Kabupaten Sumba Timur. · 

(3) l:kroasar1<an Rcl«>mendasi Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah l<abupaten Sumba Timur 
menerbitkan SPP. 

(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadf dasar penerbitan SPM. 
(5) Penerbitan SPP, SPM, dan dokumen anggaran lainnya yang dipertukan dalam 

rangka penyaluran Dana Desa dUaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Mekanisme dan Tahap Penyaluran 

./ 



Pasal 22 
(1) Kepala Oesa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap 

Tahap kepada Bupati 
(2) L.aporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagafmana dimaksud pada ayat (1) 

terdfri atas: 
a. laporan real~sast penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 
b. laporan reahsasi penggunaan Dana Desa tahap I. 

(3) L.aporan realisasf penggunaan Dana Oesa tahun anggaran sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu 
kedua bulan Februarf tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dtsampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun I 
anggaran berjalan. ~ 

BABV 
PELAPORAN 

Pasal 21 
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. 
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas 

penggunaan Dana Desa. 
(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis ter1<.ait. 

Pasal 19 
(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai clari Dana Oesa berpedoman pada pedoman 

teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana 
Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai clari Dana Oesa diutamakan dilakukan secara 
swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan 
dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Oesa setempat. 

Pasal 20 
(1) Dana Oesa clapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk 

clalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Persetujuan Bupatt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pacla saat 
evaluasi rancangan peraturan Oesa mengenai APBOes. 

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pacla ayat (1 ), Bupati 
fl)emastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas 
telah terpenuhi clan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
telah terpenuhi. 

Pasal 18 
(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. . 
(2) Penggunaan Dana Oesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada 

prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal clan Transmigrasi clan dituangkan dalam 
Rencana Kerja Pemerintah Desa. 

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi 
dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa. 

BABIV 
PENGGUNAAN 

/ 



Pasal 25 
(1) Berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ditemukan Sisa Dana Oesa di RKD lebih dart 30% (tiga 
puluh persen), maka Bupati melalui Kepala Bagian Pernerintahan Desa: 
a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD 

tersebut;dan/atau 
b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan 

pemeriksaan. 
(2) Sisa Dana Desa di RKO lebih dart 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1 ), dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran 
ber1<enaan ditambah dengan Sisa Oana Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Kepala Desa wajib mengangarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dalam rancangan AP8Desa tahun anggaran berikutnya sebagai 
dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut. 

(4) Oalam hal rancangan APBOes tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tetah ditetar,kan, Sisa Dana Cesa tersebut dapat digunakan 
mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes dengan cara 
menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan 
memberitahukan kepada Badan Pennusyawaratan Desa untuk selanjutnya 
ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes atau dicantumkan 
dalam l.aporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukanl 
Perubahan APBDes. 1,- 

Pasal 24 
Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Somba Timur melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di RKO. 

BABVI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 23 
(1) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.2 ayat (2) terdiri atas: 
a. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun 

anggaran sebelurmya; dan ' 
b. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Oesa tahap I. 

(2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana ~ se 
bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat mmggu 
keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan. 

(3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi pcnggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu 
keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disusun sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Hornor 113 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ket1angan Desa sedangkan pedornan Penetapa~ 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 terdapat pada Peraturan Menten 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Hornor 21 Tahun 2015 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 
Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Oesa pada Sekreta~at Daerah 
Kabupateo Somba Timur dapat memfasilitasi percepatan penyamparan laporan 
realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 



J 

r 

I 

Diundangkan di W~jn,ap~ 
pada tanggal '21. .. l(fft'.i...F/II • 

Pasat 27 
Peraturan Bupatf Inf mulaf berlaku pada tanCJCJlll dlund"nCJl•um. 

Agar setfap orang mengetahufnya, memerlntahkan peneJundan~i1n Peraturan Burmtf In~ 
dengan penempatannya dalam Berfta Oaerah Kaoupatcn Surnba T imur. kt 

Pa\al 26 
Pada saat Peraturan Bupatl Inf mulal berlaku, maka Peral ur ,m Uup11t I Swribn ·r lmur 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pcmba~l,l)n den Pr•ru:t,,r,.,n IOnc.tJJn (),,ri1J o, .. _,, 
Setiap Desa di Kabupaten Sumba Timur Tahun An~~arnn 2CJ1!, diuhut d11n dtriy,,t,,v,,,rt 
tidak berlaku. 

OArl VII 
t<CTENTUAN PEWJTIJP 

/ 
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Yl 
Y"4 

Pasal 5 
ayat (1) 

Cukup Jew 
ayat (2) 

Cuk.up Jetas 
ayat (3) 

Yang dfmaksud denpn AF• {(0,25 • Y1) + (0,35 • Y2) + (0,.10 • Y3) + (0 30 • Y-4)} • 
(0, 10 "'00) ~lah ' 
AF • .AtokH1 Formuta 
Y1 • rask> Jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Kabupaten 
Y2 • ras10 jumlah penducUc miskfn Desa terhadap total penduduk miskin 

Desa Kabup:aten 
• rasto luas wtlayah Desa ~p luas wftayah Desa Kabupaten 
• ras10 00< kabupaten Sumba Timur terhadap total IKK kabupaten 

Sumba Ttmur yang memil fki Desa I 
• Pc)ll.l Oa.na Desa Kab Sumba Tirrur "' 

Pasat 1 
Cukup~ 

Pasal 2 
Cukup Jelas 

Pasat 3 
Cuk.up Jelas 

Pasal 4 
Cukup~ 

Dalaln rana,l<a Pelaksanaan Kebljakan Dana Oesa yang be1'Sl.mber da.ri Anggaran Pendapatan 
dan BNnja Hepra, Al.okasf Dana Desa serta Bagi ~l Pajak dan Retribusi Oaerah maka 
~ dtbuat Pt'tU'lj\Jt te4<nts set>apt pe,doman l.nW< ~ pembuatan laporan 
~Jawaban para Kepala Desa dan Bendahara Desa. 

II. PJ.SAL DEMI PASAL 

I. UMUM 
UnW< mentna)<.atkan Pmy~raan Pemerlnuhan Desa ~ trri't pemef'intahan 
ter~ yq ~ ~ ~ masyarak.lt, pertu adanya penyediaan dana 
unW< rnencUwna pelbksanaan tup:s. 

Berdasari<an pertimbangan ~imana dimaksod di at.as, maka Pemerintah dao 
Pemerlntah O~ah tel.ah ~ dana desa Yatli bersl.mbef da.ri ~ 
Penoapatan dan Betanja Heaara, Alokasf Dana Oesa sert..a Bagi hasil Pajak dan Retribusi 
Daer ah. 

TEKTAHG 
TATA CARA PEHGA~. PEHYALURAH, P£HGGUHMH, POW<TAUAH OAH EVAW....S. 

DANA DESA, ALOKASI DAHA DESA SEATA BAGI HASal PAJAX DAEAAl'f DAH RETRJBUSI 
DAERAH 01 KABUPATEH SUM8A TIMUR 

PEHJEUSAH 

ATAS 

PERA TU RAH BUPA Tl SUMBA TIMUR 

HOMOR JZ.. TAHUH 2016 

/ 



AF setiap Oesa • 
21 • 

Z2 • 

Z3 • 

24 • 

DD • 
AD • 
Pasal 9 

tukup Jelas 
Pasal 10 

Cukup Jelas 
Pasal 11 

CukupJelas 
Pasal 12 

Cukup Jelas 
Pasal 13 

CukupJelas 
Pasal 14 

Cukup Jelas 

Pasal 15 

Cukup .Jelas 
Pasal 16 

Cukup Jelas l 

ayat (4) 
Cukup Jelas 

Pasal 6 

Cukup Jelas 
Pasal 7 

Cukup Jelas 
Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan AF settap Desa • {(0,25 • 21) + (0,35 • 22) + (0, 10 • 23) • 
(0 ,30 • Z-4)} •(DO· AO) 

Alokasf Formula Settap Desa 
rasio Jumlah penduduk setiap Oesa terhadap total 
penduduk kabupaten 
rasto jumlah penduduk mtskin settap Oesa terhadap total 
penduduk mtskin kabupaten 
rasio luas wtlayah setlap Desa terhadap luas wit.ayah 
kabupaten 
rasio IKG setfap Oesa terhadap total IKG 
kabupaten 
besaran Dana Desa kabupaten 
besaran Alokas1 Dasar ka.bupaten 

--..__._ I 

/ 
/ 



TAMSAHAN BERITA OAERAH KASUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR ••• 6.0 / 

Pasal 17 

Cukup Jetas 
Pasal 18 

Cukup Jetas 
Pasal 19 

C··· 'JP Jetas 
P~.t 20 

Cukup Jetas 
Pasal 21 

Cukup Jetas 
Pasal 22 

Cukup Je\as 
Pasal 23 

Cukup Jelas 
Pasal 24 

Cukup Jelas 
Pasal 25 

Cukup Jelas 
Pasal 26 

Cukup Jelas 

Pasal 27 \ 
Cukup Jetas U 

/ 
/ 
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